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PUTUSAN
Nomor 535/Pdt.G/2023/PA.Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RENGAT
Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan
putusan perkara Cerai Talak antara:
PEMOHON, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Kota Medan, 17 Juni
1992 (umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan
karyawan swasta, pendidikan D3, tempat kediaman
di XXXXX, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri
Hulu, Provinsi Riau, dalam hal ini menggunakan
domisili elektronik dengan alamat email XXXXX dan
nomor telepon XXXXX, sebagai Pemohon;
Lawan
TERMOHON, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Puntianai, 21 Juli
1992 (umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan
Karyawan Swasta, pendidikan D3, tempat kediaman
di XXXXX Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten
Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagai Termohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak melalui
Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 21 Agustus 2023 yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan nomor register perkara
535/Pdt.G/2023/PA.Rgt, tanggal 21 Agustus 2023, dengan dalil-dalil yang pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Sabtu tanggal
08 September 2018 bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1439 H.,
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yang dicatat oleh KUA Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri

Hulu, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tertanggal 10

Agustus 2023 yang dengan sampai saat ini belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di
rumah Sewa yang beralamat di XXXXX selama lebih kurang 1 (satu) tahun,
kemudian pindah kerumah orang tua Termohon yang beralamat di XXXXX
selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, terkahir tinggal bersama di rumah sewa
yang beralamat di XXXXX, Kecamatan Batang Cenaku, hingga berpisah;

3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan
Termohon berstatus Gadis;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai
seorang anak yang bernama XXXXX, NIK : XXXXX, Tempat/Tanggal Lahir :
Indragiri Hulu, 10 Juli 2019, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pendidikan : Belum
Sekolah; Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya
berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan September tahun 2021 rumah
tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sudah tidak harmonis
lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
disebabkan oleh karena;

— Termohon telah di berselingkuh dengan laki-laki lain;

— Termohon sulit di nasehati oleh keluarga;

— Termohon tidak bisa menghargai Pemohon selaku Suami sabh;

— Orang tua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga
Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa percekcokan antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan
memuncak pada bulan September tahun 2021 yang menyebabkan antara lain:

a. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan
September tahun 2021, Termohon pergi meninggalkan rumah
kediaman bersama karena Termohon tidak dapat lagi menghargai
Pemohon selaku Suami sah dari Termohon. Saat ini Pemohon tinggal
di Perumahan Karyawan Klinik Muizzah yang beralamat di JI. Lintas
Timur, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, dan
Termohon tinggal di rumah orang tua yang beralamat di Desa

Puntianai, Kecamatan Batang Cenaku.
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b. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan
kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri, baik nafkah lahir
maupun bathin sejak bulan Agustus tahun 2021;

c. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik
dan tidak saling memedulikan lagi.

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi,
Pemohon (telah memusyawarahkan) dengan keluarga, baik keluarga
Pemohon maupun keluarga Termohon. Namun sudah sulit mencari solusi
untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut
rumah tangga semakin sulit diselesaikan;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana
yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk
membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah
sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik
diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan izin Pemohon
untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran
yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu
ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam, sehingga berdasar hukum untuk dikabulkan;

10.Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan gaji
dan penghasilan lebih kurang Rp. 1.500.000/bulan.

11.Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa
perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak
satu raj’i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan
Agama Rengat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan peraturan yang berlaku;

Subsider:
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Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat
lain, mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap
ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
menurut relaas Nomor 535/Pdt.G/2023/PA.Rgt, yang telah dibacakan di muka
sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu
halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil
permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan
Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonan Pemohon telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXX atas nama XXXXX,
tanggal 15 Juni 2020 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat
tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya
yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan
paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX atas nama XXXXX tanggal 14
Agustus 2023 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat
tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya
yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan

paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti (P.2);
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3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX Tanggal 10
Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh KUA Batang Cenaku Kabupaten
Indragiri Hulu Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh
Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan
telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis,
serta kode bukti (P.3);

B. Saksi:

1. XXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
bertempat tinggal di XXXXX Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri
Hulu, di muka sidang saksi tersebut mengaku memiliki hubungan dengan
Pemohon sebagai ibu kandung dan telah memberikan keterangan di
bawah sumpahnya sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai
berikut:

— Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon;

— Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah sepasang
suami istri yang menikah pada tahun 2018;

— Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon
tinggal bersama di rumah sewa di Desa Kilan;

— Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah
dikaruniai seorang anak;

— Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang
lebih sejak bulan September tahun 2021 sudah tidak rukun lagi
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

— Bahwa, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

— Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak
harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan
karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya tanpa izin
Pemohon serta Termohon sering ada chat dengan laki-laki lain;

— Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah
pisah rumah sejak bulan September tahun 2021 sampai dengan

sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
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— Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara
Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban
sebagaimana layaknya suami istri;

— Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha
merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

— Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah
tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada
harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. XXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat
tinggal di XXXXX, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, di
muka sidang saksi tersebut mengaku memiliki hubungan dengan
Pemohon sebagai adik kandung dan telah memberikan keterangan di
bawah sumpahnya sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai
berikut:

— Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon;

— Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah sepasang
suami istri yang menikah pada tahun 2018;

— Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon
tinggal bersama di rumah sewa di Desa Kilan;

— Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah
dikaruniai seorang anak;

— Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang
lebih sejak bulan September tahun 2021 sudah tidak rukun lagi
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

— Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara
Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon;

— Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak
harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan

karena Termohon sering chat dengan laki-laki lain;
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— Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah
pisah rumah sejak bulan September tahun 2021 sampai dengan
sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

— Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara
Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban
sebagaimana layaknya suami istri;

— Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha
merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

— Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah
tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada
harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengar
tanggapannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya
tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan
Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon
dilaksanakan menurut syari'at Islam (vide P.3), maka berdasarkan ketentuan
Pasal 40 dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan juncto Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989
tentang Peradilan Agama juncto Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini menjadi kewenangan absolut
Pengadilan Agama;
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Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, Termohon
berdomisili di Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu yang
merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat. Oleh karena itu pengajuan
permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat 2
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan
bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan di
hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Batang Cenaku Kabupaten Indragiri
Hulu Provinsi Riau, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor
0201/016/1X/2018, tanggal 10 Agustus 2023 (vide P.3). Oleh karena itu
berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara
resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg, yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi
Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha
semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina
rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang
menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai

Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini
termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;
Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah
agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat
cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah
tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan izin untuk menjatuhkan talak diajukan
oleh Pemohon dengan alasan-alasan yang telah diuraikan pada bagian duduk
perkara;

Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena
tidak pernah hadir di muka sidang, akan tetapi dalam perkara perceraian yang
mempunyai sifat khusus (lex specialis), maka kepada Pemohon tetap dibebani
pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg juncto Pasal 1685
KUHPerdata dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil
permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah
mengajukan alat bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta otentik,
dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en
bindende bewijskracht), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah
dinazegelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., juncto Pasal 3 ayat
1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai juncto
Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 01 Tahun 2021
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tentang Penyesuian Biaya Meterai di Lingkungan Peradilan Agama, bukti
tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk
yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik,
bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya,
maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan isi bukti tersebut
menerangkan tempat tinggal Pemohon, maka sesuai dengan Pasal 285 R.Bg
juncto Pasal 1870 KUH Perdata bahwa Bukti P.1 tersebut memenuhi syarat
formil dan materil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa
Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat,
maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama
Rengat berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara a
quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang
dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai
cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti
tersebut telah memenuhi syarat formil dan isi bukti tersebut menerangkan
status hubungan sebuah keluarga, maka sesuai dengan Pasal 285 R.Bg juncto
Pasal 1870 KUH Perdata bahwa Bukti P.2 tersebut memenuhi syarat formil dan
materil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut telah ternyata terbukti atas nama
PEMOHON (Pemohon) sebagai kepala keluarga dan Termohon (TERMOHON)
sebagai ibu rumah tangga, maka harus dinyatakan terbukti bahwa TERMOHON
dengan PEMOHON selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan
sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga dalam satu keluarga di

wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat;

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 535/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta
Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik,
bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya,
maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut
menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon, relevan
dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka sesuai dengan
Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata bahwa bukti tersebut
memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende
bewijskracht);

Bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut, maka harus dinyatakan telah
terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam
perkawinan yang sah secara agama Islam dan tercatat di KUA Kecamatan
Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau sejak tanggal 08
September 2018;

Menimbang, bahwa alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon
adalah pertengkaran terus menerus, maka bukti saksi yang diajukan harus
sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang isinya
sebagai berikut: Permohonan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal
116 huruf (f), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama
mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah
mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri
tersebut”;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon
terdiri dari keluarga dan orang dekat Pemohon yang telah menyampaikan
keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang
yang dilarang menjadi saksi, oleh karena itu, syarat formil saksi sebagaimana
ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
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1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam
(KHI) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan
adalah keluarga Pemohon, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 22
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan untuk dapat
menjatuhkan putusan perceraian atas dasar alasan perselisihan dan
pertengkaran terus menerus harus didengar terlebih dahulu keterangan
saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami/istri;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon bernama XXXXX adalah keluarga
atau orang dekat Pemohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi
1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat
formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai hubungan
Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan
dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan
saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam
Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan
pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon bernama XXXXX adalah keluarga
atau orang dekat Pemohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi
2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat
formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai hubungan
Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan
relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti
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Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama
dengan dalil sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan
ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan jo Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang
Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus memeriksa saksi-saksi dari pihak
keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi (XXXXX dan XXXXX) yang diajukan
Pemohon di muka sidang dalam perkara perkawinan secara lex spesialis bukan
saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, Kedua Saksi
tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912
KUH Perdata, dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah
sumpah di muka sidang sesuai dengan Pasal 175 R.Bg, serta tidak ada
halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 308
R.Bg, dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana
dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat
formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan
pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan

keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan

saksi yang telah diajukan Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan

fakta kejadian yang sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada
tanggal 08 September 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten
Indragiri Hulu Provinsi Riau;

2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan
harmonis;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak September 2021

hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar.
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4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon
disebabkan karena Termohon sering chat dengan laki-laki lain;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan
Termohon sudah pisah pisah rumah sejak bulan September tahun 2021 dan
selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak
melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana
layaknya suami isteri;

6. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga
Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan
Termohon dan sudah ada upaya musyawarah keluarga untuk merukunkan
Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon
bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

7. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon
dan Termohon, karena sudah sulit merukunkan Pemohon dan Termohon
dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah
tangga;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis

Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah
yang menikah secara agama Islam;

2. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun,
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (marriage
breakdown) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon
sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (onheel baar tweespalt);

4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan
Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang
melawan hukum;

Pertimbangan Petitum Perceraian
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas majelis dapat
mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami
isteri yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Pemohon dan
Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, sehingga
Pemohon berhak mengajukan gugatan terhadap Termohon ke Pengadilan
Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran, serta sudah tidak ada ikatan batin yang
merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak
saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Pemohon dan
Termohon sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan
keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai maksud Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam kondisi rumah tangga seperti itu,
pasangan suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya
masing-masing.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon dalam kondisi demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak
mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang
bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya penderitaan
bathin dan kemudharatan yang akan terjadi. Oleh karena itu, perceraian dapat
menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut. Hal ini telah sejalan
pula dengan pendapat Pakar Hukum lIslam dalam Kitab al-Maratu baina al
Fighi Wa al-Qanuni, karya Dr. Musthafa As Siba’i yang diambil alih menjadi
pendapat Hakim yang berbunyi:
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Artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan
adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan
bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan
mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling
membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan
ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan,
sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara
dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan
bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru
itu diperoleh ketenangan dan kedamaian."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang
terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Bagarah ayat 227, yang berbunyi :

» 1223 ')” > /
)-:E‘c:"' ﬂ‘ok&w \gee Ol
Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah
Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Bagarah : 227);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mempertahankan rumah
tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia dan hanya akan
menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan
memunculkan kemadharatan-kemadharatan yang lebih besar, paling tidak
madlarat sudah nampak yaitu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak
terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan saling
meninggalkan tanggung jawab masing-masing sebagai suami isteri, padahal
Islam mengajarkan menghilangkan kemudharatan lebih diutamakan dari pada
mendapatkan kemaslahatan sebagaiman kaidah ushul fikih yang berbunyi
sebagai berikut:

el cila o axia aaddal) 0
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Artinya: “Menghilangkan kerusakan lebih utama daripada mendatangkan

kemaslahatan”

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan antara
Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi
tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha
menasehati agar Pemohon berfikir ulang bahwa pernikahan itu termasuk
ibadah dan perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun
Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, maka dalam hal ini majelis
berkeyakinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk
dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perselisihan dan pertengkaran
yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah sedemikian rupa sifatnya
sehingga ditinjau dari berbagai aspek sungguh tidak menguntungkan bagi
kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek filosofis, bila suami istri dalam
kehidupan rumah tangga telah terjadi percekcokan dan pertengkaran yang
terus menerus, semua usaha perdamaian yang ditempuh tidak berhasil
merukunkan lagi, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan bahwa rumah
tangganya telah pecah, sehingga ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek sosiologis, rumah tangga antara
Pemohon dengan Termohon yang demikian itu sudah sangat mengganggu
suasana kebatinan kedua belah pihak dan menjadikan rumah tangga kedua
belah pihak jauh dari rasa tentram;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi religius, perkawinan antara
Pemohon dengan Termohon yang demikian itu telah menjadikan berbagai
fungsi tidak dapat terlaksana dengan baik diantaranya, karena laki-laki itu
adalah pemimpin kaum wanita dalam rumah tangga dan suami istri harus saling
melindungi tidak terpenuhi lagi,

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek yuridis, bahwa antara Pemohon
dan Termohon telah pisah dan selama berpisah sudah tidak ada lagi hubungan
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lahir dan bathin dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama, rukun dan
damai kembali untuk membina rumah tangga yang bahagia, sakinah
mawaddah dan rahmah, meskipun antara Pemohon dan Termohon masih
terikat dalam perkawinan akan tetapi hak-hak dan kewajiban suami istri
sebagaimana diatur dalam pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 sampai dengan Pasal 81 dan 83 Kompilasi
Hukum Islam tidak terpenuhi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil gugatan
Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1
Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan
Pemohon telah memiliki alasan dan mempunyai dasar hukum dalam perkara a
quo patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah
bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba’da dukhul), dan antara
Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon
terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat
mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon
untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di hadapan sidang
Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang bahwa talak raji merupakan talak yang dijatuhkan oleh
seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum
dari talak raj’i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan
bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat
hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama vyang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
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Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada
Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan
MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama
Rengat;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Agama Rengat yang dilangsungkan secara elektronik pada hari

Senin tanggal 11 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Safar

1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Dewi Warti, sebagai Ketua Majelis, Dra.

Murawati, M.A., dan Miftah Hurrahmah, S.H.l., masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan

disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari

itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota
yang sama dan dibantu oleh H. Jabal Nur, S.H.l., sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd
Dra. Hj. Dewi Warti
Hakim Anggota, Hakim Anggota,
Ttd Ttd
Dra. Murawati, M.A. Miftah Hurrahmah, S.H.I.
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Panitera Pengganti,
Ttd
H. Jabal Nur, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
2. ATK Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp225.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp20.000,00
5. Redaksi : Rp10.000,00
6. Meterai : Rp10.000,00
Jumlah Rp370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)
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